BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa pengelolaan dan perlindungan

lingkungan diperlukan untuk memberikan
jaminan bagi kelangsungan hidup generasi yang
akan datang secara berkelanjutan;

. bahwa  pengendalian lingkungan  melalui

mekanisme perizinan merupakan instrumen
yang memiliki kemampuan untuk menertibkan
aktivitas masyarakat dalam = pemanfaatan
lingkungan;

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Bupati menerbitkan Izin Lingkungan
sesuai dengan kewenangannya,;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin
Lingkungan;

l1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);

. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Menetapkan

BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
LINGKUNGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Balangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Balangan;

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh
izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak
penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/
atau Kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah
pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan
hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang
sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau
Kegiatan.
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BAB II
PERSYARATAN ADMINISTRASI LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 2

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau
UKP-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

(2)1zin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Permohonan Izin

Pasal 3

(1)Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh
Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan selaku pemprakarsa
kepada Bupati.

(2)Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal
dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.



